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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

o

KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintahan Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pemalang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor ).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Pemalang;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan dan kelurahan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pemalang;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;

Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Pemalang;

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pemalang;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pemalang;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai keahliannya.

B AB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a.
b.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
Dinas Kesehatan;
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Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pertanian dan Kehutanan;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 5

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

)

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
2. Seksi Sekolah Dasar;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

d. Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA, terdiri dari :

1. Seksi SLTP;

2. Seksi SLTA;

3. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP dan SLTA.
e. Bidang Tenaga Pendidik, terdiri dari :

1. Seksi Mutasi Tenaga Pendidik;

2. Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik;

3. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik.
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f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

1. Seksi Pemuda;

2. Seksi Olah Raga;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
g Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

1 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;

2 Seksi Pendidikan Kesetaraan;

3 Seksi Pendidikan Masyarakat.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

)

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum.
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c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman;
2. Seksi Penyehatan Industri dan Tempat-tempat Umum,;
3. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
d. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
2. Seksi Gizi;
3. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.
e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
1. Seksi Pencegahan Penyakit;
2. Seksi Pengamatan Penyakit;
3. Seksi Pemberantasan Penyakit.
f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Akreditasi dan Sertifikasi Kesehatan;
2. Seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan;
3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum pada Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya
mineral.
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(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum , perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya
mineral.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Pengairan;
2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan;
3. Seksi Sumber Daya Mineral dan Energi.
d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Seksi Permukiman dan Tata Guna Lahan;
2. Seksi Perumahan;
3. Seksi Tata Bangunan.
f. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
1 Seksi Penataan Ruang;
2 Seksi Air Minum dan Air Limbah;
3 Seksi Persampahan dan Drainase.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Subbagian—Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

7
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Dinas

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum pada Lampiran 111 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika.

)

(2)
(3)

4)

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3.  Subbagian Umum.
c. Bidang Perhubungan Darat dan Laut, terdiri dari :
1. Seksi Angkutan;
2. Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran;
3. Seksi Terminal.
d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
2. Seksi Pengendalian dan Operasional;
e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian—-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

)

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
d. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari :
1. Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian;
2. Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan;
3. Seksi Industri Kimia.
e. Bidang Industri Aneka, terdiri dari :
1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan;
2. Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
3. Seksi Industri Aneka Kerajinan.
f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Seksi Informasi dan Promosi;
3. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.

9
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g. Bidang Pasar, terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Pendapatan Pasar.
h. UPTD;
i.  Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 19

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

(1)

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
C Bidang Sosial, terdiri dari :
1 Seksi Bina Sosial;
2 Seksi Pelayanan Sosial;

10



http://jdih.pemalangkab.go.id/

(2)
(3)

4)

)

(6)
(7)
(8)

)
(2)

3 Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.
D Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas terdiri dari :

1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas;

3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja.
E Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;

3. Seksi Kesejahteraan Kerja dan Bina Jamsostek.
F Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Pengolahan;

2. Seksi Kerjasama Antar Daerah;

3. Seksi Pembinaan dan Perpindahan.
G UPTD;
h Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan
Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 22

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pertanian dan kehutanan.

Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian dan kehutanan.

)

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :
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(2)

(3)

4)

)

(6)
(7)
(8)

)

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1 Subbagian Perencanaan;
2 Subbagian Keuangan;
3 Subbagian Umum.
c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
1 Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2 Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
3 Seksi Pembinaan dan Pasca Panen.
d. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
1 Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3 Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan.
e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
1 Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
2 Seksi Perlindungan Tanaman Pekebunan;
3 Seksi Produksi Perkebunan.
f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
1 Seksi Produksi Peternakan;
2 Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair;
3 Seksi Pelayanan Usaha Peternakan.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIl yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang kelautan dan perikanan.

12
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(2)

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 26

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

)

(2)
(3)

4)

()

(6)
(7)
(8)

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Pengembangan Potensi Kelautan, terdiri dari :
1 Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
d. Bidang Pengelolaan Penangkapan lkan, terdiri dari :
1 Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan;
2 Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
e. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan, terdiri dari :
1 Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian;
2 Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
f. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
1 Seksi Bimbingan Usaha;
2 Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kesembilan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 28

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

di bidang kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 29

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

)

(2)
(3)

4)

©)

(6)
(7)

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1 Subbagian Perencanaan;
2 Subbagian Keuangan;
3 Subbagian Umum.
c. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :
1. Seksi Kesenian dan Pengembangan Nilai Budaya;
2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
d. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, terdiri dari :
1 Seksi Penggalian dan Pengelolaan Potensi Pariwisata;
2 Seksi Promosi Pariwisata.
e. Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Peningkatan Sarana Pariwisata;
2. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(8)

)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 31

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan
aset daerah.

)

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
1. Seksi Pajak dan Retribusi;
2. Seksi Pendapatan Lain-lain.
d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Seksi Anggaran;
2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
e. Bidang Perbendaharaan dan Gaji, terdiri dari :
1. Seksi Perbendaharaan;
2. Seksi Gaji.
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Seksi Akuntansi;
2. Seksi Pelaporan.
g. Bidang Kas Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Penerimaan;
2. Seksi Pengeluaran.
h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi;
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(2)

(3)

4)

©)

(6)
(")
(8)

(1)
(2)

2. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
i. UPTD;
J. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran X
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(1)

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk;
3. Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil;
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(2)
(3)

4)

)

(6)
(7
(8)

)
(2)

(3)

)
(2)
(3)

2. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil;

3. Seksi Dokumentasi Akta Catatan Sipil.
e. Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan, terdiri dari :

1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan;

2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kependudukan;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Subbagian-Subbagian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Xl yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UPTD

Pasal 37

Dinas Daerah dapat membentuk UPTD, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Dinas Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam
Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

17



http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB VI
ESELON

Pasal 39

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon 11 b.

(2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon 111 a.

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon 111 b.

(4) Kepala Subbagian , Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural
Eselon IV a.

(5) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Tata Usaha Sekolah
Kejuruan adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

(6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha
Sekolah Menengah adalah Jabatan Struktural Eselon V a.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIlII
TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kerjanya mempunyai kewajiban :

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;

d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd
SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 12
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pemalang.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti

Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
i
Kelompok Jabatan I ] I
Fungsional
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN | | KEUANGAN UMUM
BIDANG e
PENDIDIKAN BIDANG BIDANG
 TAMAN KANAK- | | PENDIDIKANSLTP | | o BIDZRS PEMUDA DAN PENDIDIKAN NON
KANAK DAN DAN SLTA OLAH RAGA FORMAL DAN
SEKOLAH DASAR INFORMAL
SEKSI
SEKSI SEKS!
TAMAN KANAK- =2 SEKSI | MUTASI TENAGA __J SEKSI PENDIDIKAN ANAK
KANAK SLTP PENDIDIK PEMUDA USIA DINI NON .
FORMAL
SEKS! SEKSI
SEKSI ] SEKSI PENGEMBANGAN ] SEKSI L e
PROFESI TENAGA
SEKOLAH DASAR SLTA bl OLAH RAGA CESETA AN
SEKSI SEKSI SEKSI
SARANADAN | Lo SARANADAN | L4 PEMBINAAN - SARSEN‘E\SD'AN - PE,\‘S&'B?:(AN
PRASARANA TK PRASARANA TENAGA PRASARANA PEMUDA MASYARAKAT
DAN SD SLTP DAN SLTA PENDIDIK DAN OLAH RAGA
e
UPTD
d

H.M.MACHROES
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
|
] 1 5% |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan
Fungsional BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
"Swne| | xesswman | || oy £
LINGKUNGAN KELUARGA PENYAKIT KESEHATAN
SEKS) SEKSI SEKSI 2 e
PN A oo 'l || KESEHATAN 1BU T| PENCEGAHAN AKREDITAS DAN
PERMUKIMAN DAN BAY1 PENYAKIT ﬁé:;‘&m
PENYEHAS'IFA':IS :NDUSTRI] SEKSI s PEMBIAAN
] DAN TEMPAT-TEMPAT | [ ] Gizi — PENGAMATAN | PELAYANAN MEDIK
UMUM PENYAKIT DASAR DAN RUJUKAN
SEKS!I SEKSI SEKSI SEESE
| PROMOSI KESEHATAN | | KESEHATAN ANAK, | PEMBERANTASAN | ] oo
DAN JPKM REMAJA DAN LANSIA PENYAKIT e st
BUPATI PEMALANG,
UPTD -
é .

H.M.MACHROES
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LAMPIRAN IHi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
|
I 1 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan
Fungsional BIDANG BIDANG
- SUMBER DAYA AIR BIDANG BIDANG TATA RUANG DAN
- MINERAL DAN BINA MARGA CIPTA KARYA PRASARANA
ENERGI WILAYAH
SEKSI e SEKSI SEKSI
™| PEMBANGUNAN | [7| PEIRBANCLNAN | PERMUKIMANDAN| [T|  PENATAAN
PENGAIRAN EREREN TATA GUNA LAHAN RUANG
SEKS! s SEKSI
—  EKSPLOITASI DAN — PEMELIHARAAN — | SEKSI — ARM
PEMELIHARAAN JALAN DAN PERUMAHAN INUM DAN
PENGAIRAN JEMBATAN AR LIMBAH
SEKS! SEKSI SEKSI
| SUMBERDAYA | ™ PERALATAN DAN raraanounan] | PERSAMPAHAN
ENERGI LABORATORIUM DAN DRAINASE
UPTD

UPATI PEMALANG,

{
H.M. MACHROES
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
|
[ { 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan BIDANG BIDANG BIDANG
Fungsional PERHUBUNGAN TEKNIK SARANA KOMUNIKAS! DAN
DARAT DAN LAUT DAN PRASARANA INFORMASI
e gl e o]
SEKSI
g SEKSI PENGUJIAN P
ANGKUTAN — KENDARAAN —
i TELEKOMUNIKAS!
SEKSI
SEKSI SEKSI
- LALU LINTAS DAN | | PENGENDALIAAN B e
PERPARKIRAN DAN OPERASIONAL i
5 SEKSI
TERMINAL
UPT
v UPATI PEMALANG,

H.M.MACHROES
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008

TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
|
| 1 |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan |.
Fungsional BIDANG BIDANG
KOPERASI DAN INDUSTRI KIMIA, BIDANG BIDANG BIDANG
USAHA KECIL AGRO DAN HASIL INDUSTRI ANEKA PERDAGANGAN PASAR
MENENGAH HUTAN
SEKSI
u Pfgf:&')s’?\gn” || INDUSTRI || mousTRILOGAM, | | |USAHA PERDAGANGAN] SARANA DAN
PENGOLAHAN -HASIL} MESIN DAN DALAM NEGERI DAN PRASARANA
USAHA KECIL. PERTANIAN PEREKAYASAAN LUAR NEGER!
MENENGAH
SERST SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN | [ oo PRl vasy 1 wousTrI TEKSTIL | [T )NFOgg;\Ssll - PENDAPATAN
e e HUTAN DAN DAN PRODUK ] PASAR
KECIL MENENGAH i TEKSTIL M
SEKSI SEKSI
L{  FASILITASI L SEKSI L lNDUSS“rE;IS/iNEKA L DISTRIBUS! DAN
PEMBIAYAAN DAN INDUSTRI KIMIA PERLINDUNGAN
SIMPAN PINJAM KERAJINAN KONSUMEN

UPTD J

UPATI PEMALANG, *

e

r\hg
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008

TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
I
I ] ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan
Fungsional BIDANG BIDANG
PENEMPATAN HUBUNGAN
Z'é”s\::f TENAGA KERJA, INDUSTRIAL, TRABNIlS)II;:qG(l;?ASI
PELATIHAN DAN SYARAT KERJA DAN
PRODUKTIVITAS PENGAWASAN
SEKSI SEKSI SEKS!
SEKSI P | | HUBUNGAN —|  PENDAFTARAN,
BINA SOSIAL PERLUASAN INDUSTRIAL DAN PENGERAHAN DAN
KESEMPATAN KERJA SYARAT KERJA PERCOUA
SEKSI Syl SEKSI SEKSI
| PELAYANAN ooy | PENGAWASAN | | | KERJASAMA
SOSIAL PRODUKTIVITAS P TERS AR ANTAR DAERAH
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| reraiLITASt DAN | L| PERSERADAN DAN o ban o | L PEMBINAAN DAN
i e TENAGA KERJA JAMSOSTEK PERPINDAHAN

UPTD

UPATI PEMALANG,

|
.M. MACHROES
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
; KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
N |
[ T 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN || KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan
Fungsional
: Tm BIDANG BIDANG BIDANG
PANGAN KEHUTANAN PERKEBUNAN PETERNAKAN
SEKSI SEKSI
SEKSI PRODUKS! DAN PENGEMBANGAN il
] TAN:S%‘,’,"‘&’G an| || PEREDARAN HasIL = USAHA L] _PRODUKSI
HUTAN PERKEBUNAN PETERNAKAN
SEKSI
SEKSI SEKS! | | PERUNDUNGAN | | | e
| PENGELOLAAN | || REHABILITAS! TANAMAN Kgfﬁﬁéﬁﬁw
LAHAN DAN AIR HUTAN DAN LAHAN PERKEBUNAN VETERINAIR
e SEKE| SEKSI
SEKSI
L| PEMBINAAN DAN| L PERLINDUNGAN - =
PRODUKSI PELAYANAN USAHA
PASCA PANEN DAN ﬁAMSNAN PERKEBUNAN PETERNAKAN
|
UPTD

.M. MACHROES
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LAMPIRAN Vil
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN/ 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
1
[ 1 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
R PERENCANAAN KEUANGAN UMuM
Kelompok Jabatan
Fungsional G i st BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN BINA USAHA DAN
L e o BUDIDAYA IKAN PEMASARAN
KELAUTAN IKAN
IDENTIFIKASI DAN Ko <l SEKS!
F PRODUKS! DAN PRODUKSI, o i
1 Ceecroara | |1 PENGawasan ] PemBENHAN DAN | | BIMBINGAN
KELAUTAN PENANGKAPAN PENGENDALIAN USAHA
SEKS! SEKS! SEKS! SERS
PEMBERDAYAAN | | | SARANADAN | | SARANADAN R el
MASYARAKAT PRASARANA PRASARANA Ve i
PESISIR PENANGKAPAN BUDIDAYA ASIL DAN PEMASARAN

S

BNPATI PEMALANG,

-M.MACHROES




http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
|
s ! 1
S== SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan BIDANG BIDANG BIDANG
Fungsional SENI DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA USAHA PARIWISATA
SEKSI SEKSI SEKSI
| KESENIAN DAN e | | PENINGKATAN
PENGEMBANGAN oy SARANA

NILAI BUDAYA PARIWISATA PARIWISATA

SEKSI

SEKSI SEKS!
| SEJARAH DAN | prOMOSI g e
PURBAKALA PARIWISATA PARIWISATA
{
- UPTD

PATI PEMALANG, 4

[ L A
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LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008

TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
= Kelompok Jabatan f % 1
Fungsional
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN || KEUANGAN UMUM
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN ANGGARAN Gl 0 i o KAS DAERAH ASET DAERAH
SEKSI SEKSI
PAJAKDAN | | SEKSI SEKSI | SEKSI u SEKS! || Anaisa kesuTuraN,
NDAHARAAN
paviibiod ANGGARAN | [|PERBE AKUNTANS PENERIMAAN NGADAAN D
SEKSI SEKSI SEKSI
‘ SEKSI SEKSI SEKSI INVENTARISAS!
4 PENDAPATAN | i EvaLuasipan | U & £ — s} e
LAIN-LAIN PENGENDALIAAN . st i kil PENGHAPLSAN

UPTD L

UPATI PEMALANG,
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LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
|
] ] 1
; SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Kelompok Jabatan BIDANG BIDANG BIDANG
PENDUDUK SIPIL PENYULUHAN
KEPENDUDUKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
- PELAYANAN L — PENGKAJIAN DAN
PENDAFTARAN PELAYANAN AKTA KOORDINAS!
PEDUDUK CATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGOLAHAN DATA PENCATATAN DAN PENYULUHAN DAN
PENDAFTARAN || PENERBITAN AKTA L{  PEMBINAAN
PENDUDUK CATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN
SEKSI SEKSI
L4  mMuTASI DAN DOKUMENTASI
PELAPORAN DATA L| AKTACATATAN
PENDUDUK SIPIL

w =
UPTD

BUPATI PEMALANG,

. N
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